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BENCANA

adalah permasa-

lahan kompleks

yang tak dapat di-

atasi oleh satu pi-

hak saja. Kajian

Risiko Bencana

DIY untuk tahun

2021-2026 me-

nunjukkan ada 6 jenis ancaman yang me-

miliki risiko tinggi, yaitu banjir, kekering-

an, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa

bumi, dan tsunami, dari 12 ancaman

yang diidentifikasi di DIY.

Berdasar Indeks Risiko Bencana Indo-

nesia (IRBI) tahun 2024 DIY, memiliki in-

deks risiko bencana 102,83. Capaian ter-

sebut meningkat dibanding tahun 2023,

dengan IRB 108,15. Capaian 2023 dan

2024 tersebut mencerminkan konsistensi

keberhasilan penyelenggaraan penang-

gulangan bencana dan pengurangan

risiko bencana DIY, dengan kondisi awal

pada tahun 2019 IRB DIY sebesar 148,00

(kategori tinggi). Penurunan indeks

risiko ini merupakan hasil kolaborasi

berbagai elemen, mulai pemerintah da-

erah, masyarakat, akademisi, media,

hingga lembaga usaha.

Salah satu tantangan penyelenggara-

an penanggulangan bencana dan pengu-

rangan risiko bencana DIY adalah masih

tingginya risiko bencana di Kawasan Se-

latan. IRB tahun 2024 untuk Kabupaten

Kulonprogo sebesar 152,65 yang justru

meningkat (memburuk) dibanding capa-

ian pada 2023 sebesar 140,98.

Kabupaten Bantul meski skor indek-

snya turun (membaik) pada 2024 sebesar

129,50 dibanding capaian tahun 2023

sebesar 149,27, namun masih relatif ting-

gi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di

DIY. Sedang Gunungkidul mencapai per-

kembangan peningkatan yang signifikan

dari capaian sebesar 106,55 di tahun

2023 menjadi 94,43 pada tahun 2024.

IRB di 3 kabupaten pada kawasan se-

latan DIY yang masih relatif tinggi terse-

but mengindikasikan tantangan pengelo-

laan pembangunan DIY yang prioritas-

nya di kawasan selatan harus mampu

mengelola risiko bencana yang ada serta

tidak menambah faktor risiko bencana.

Kawasan Selatan DIY memiliki nilai

strategis untuk pertumbuhan ekonomi di

DIY dan niscaya diandalkan menjadi pi-

lar ekonomi DIY. Dengan garis pantai se-

panjang 113 km, wilayah pesisir memiliki

keragaman potensi sumberdaya alam

yang tinggi dan sangat penting bagi pe-

ngembangan sosial, ekonomi, budaya,

dan lingkungan.

Pemda DIY dalam satu dasawarsa ter-

akhir serius mengupayakan pembangun-

an Kawasan Selatan, seperti pengem-

bangan infrastruktur wilayah, pengem-

bangan aktivitas perekonomian, dan pro-

gram-program pemberdayaan masyara-

kat untuk mengurangi ketimpangan wi-

layah Selatan DIY. Dengan paradigma

ìdevelopment follows infrastructure”,

pembangunan infrastruktur di kawasan

selatan diharapkan dapat memicu ke-

bangkitan ekonomi di wilayah seki-

tarnya.

Strategi pengelolaan pembangunan

DIY yang prioritasnya di kawasan sela-

tan agar mampu mengelola risiko benca-

na yang ada serta tidak menambah fak-

tor risiko bencana, di antaranya: perta-

ma, peningkatan kapasitas adaptasi dan

mitigasi bencana di kawasan selatan, di

antaranya melalui pembangunan infras-

truktur tangguh bencana seperti bangun-

an publik tahan gempa, rambu dan jalur

evakuasi yang aman

maupun sistem drainase

adaptif untuk ancaman

bencana gempa, serta

mengembangkan tekno-

logi pemantauan dan pe-

ringatan dini multi-ben-

cana berbasis komunitas

dan data real-time.

Kedua, penguatan tata

ruang dan regulasi berba-

sis risiko, di antaranya

penyesuaian Rencana

Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dengan hasil ka-

jian risiko bencana dan

carrying capacity ling-

kungan, serta penerapan

standar bangunan tahan

gempa dan tsunami un-

tuk kawasan permukiman, fasilitas pu-

blik, dan kawasan usaha, termasuk

dalam regulasi tata ruang wilayah sela-

tan DIY.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat

dan penguatan ketangguhan sosial-eko-

nomi, di antaranya pengembangan eko-

nomi berbasis ketangguhan dengan sek-

tor usaha yang tidak meningkatkan

risiko bencana, seperti eko dan eduwisata

dan geoheritage tangguh bencana dalam

koridor green and blue economy.

Keempat, mengembangkan inovasi

dalam pengurangan risiko bencana

melalui pendekatan berbasis komunitas

yang lebih inklusif, terintegrasi dengan

reformasi kalurahan, dengan menguta-

makan kelompok rentan seperti penyan-

dang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Perlindungan sosial adaptif terhadap

kelompok berisiko niscaya juga akan me-

ngurangi faktor kerentanan di Kawasan

Selatan.

Melalui pendekatan simultan tersebut,

niscaya DIY dapat mewujudkan kawas-

an selatan sebagai etalase dari kesuk-

sesan penataan lingkungan yang lestari,

industri yang berwawasan lingkungan

dan berkelanjutan, pengelolaan wisata

yang aman, kawasan permukiman yang

asri, serta tangguh bencana. (*)-d

*)M Taufiq AR, Koordinator Umum

FPRB DIY 2025-2029.

Geospasial untuk Efisiensi APBN

M Taufiq AR

Erdogan apresisi sikap tegas RI dukung

Palestina.

- Sikap Indonesia tak pernah goyah.

***

Anggaran untuk petani aman dari ërefocusingí.

- Hasil pertanian harus meningkat.

***

Dunia pendidikan harus terus berinovasi.

- Berinovasi tiada henti!

Kawasan Selatan DIY yang Tangguh

EFISIENSI

adalah konsep pe-

ngelolaan sumber

daya secara opti-

mal guna menca-

pai hasil maksi-

mal dengan usa-

ha minimal. Da-

lam konteks pe-

merintahan,

efisiensi menjadi kunci dalam memberi-

kan pelayanan publik yang lebih baik de-

ngan biaya yang lebih rasional. Namun,

efisiensi sering diartikan sekadar pemo-

tongan anggaran, tanpa mempertim-

bangkan dampak jangka panjang terha-

dap kualitas layanan dan pembangunan.

Karena itu, memahami makna

efisiensi yang sesungguhnya serta

cara implementasi yang tepat men-

jadi hal yang sangat penting.

Makna Efisiensi

Efisiensi terdefinisikan sebagai

upaya menggunakan sumber daya,

baik keuangan, tenaga kerja, mau-

pun waktu, secara optimal untuk

mencapai tujuan tertentu. Dalam

pelayanan publik, efisiensi terukur

dari berbagai aspek, seperti ke-

cepatan layanan, ketepatan kebi-

jakan, serta kemampuan pemerin-

tah memenuhi kebutuhan masya-

rakat dengan biaya yang masuk

akal. Jika suatu instansi mampu

menjalankan tugasnya dengan

baik tanpa membuang-buang sum-

ber daya, instansi tersebut bisa di-

katakan efisien.

Untuk mencapai efisiensi yang

benar, pemerintah dan birokrasi

harus menerapkan strategi yang

tepat. Berikut langkah yang dapat diam-

bil:

Satu, Digitalisasi dan Otomatisasi da-

pat dimanfaatkan untuk mengurangi

proses manual yang lambat dan inefisien.

Digitalisasi dapat mengurangi kebu-

tuhan alat tulis kantor serta memper-

cepat administrasi. Optimasi rute trans-

portasi dengan teknologi geospasial

mampu mengurangi beban jalan raya

dan mempersingkat waktu tempuh.

Optimasi sebaran konstruksi atau pera-

watan jalan baik dalam ruang maupun

waktu pengerjaan dapat dilakukan agar

tak terjadi kemacetan. Hanya perlu di-

antisipasi agar digitalisasi tidak justru

malah menaikkan biaya dan waktu, aki-

bat pelaksana yang inkompeten.

Dua, Evaluasi harus berkala dilaku-

kan atas program-program yang ber-

jalan, menghapus yang tidak produktif,

dan mengalokasikan ke sektor yang lebih

berdampak nyata. Pengelolaan APBN

yang transparan dan akuntabel berdasar

kebutuhan nyata, bukan kepentingan

tertentu. Ini akan mencegah pemboros-

an, kebocoran dan praktik korupsi. Mele-

takkan setiap program di atas peta digi-

tal akan sangat mempermudah evaluasi

dan meningkatkan transparansi. Kita ja-

di tahu, puluhan juta rakyat yang miskin

itu di mana saja? Anak-anak yang butuh

Makan Bergizi Gratis di mana saja?

Rakyat luas seharusnya dapat ikut me-

mantau!

Tiga, Peningkatan kualitas sumber

daya manusia (SDM) dapat meningkat-

kan produktivitas dan efisiensi pekerja-

an, sehingga mengurangi kesalahan

yang berujung pemborosan. Harus diakui

juga bila sebaran tenaga ahli atau ter-

ampil kita masih jauh dari merata. Di si-

ni peran informasi geospasial menjadi

penting untuk menata sebaran SDM

yang kompeten sesuai kebutuhannya.

Keempat, Koordinasi antarinstansi da-

pat mengurangi tumpang tindih dan

mempercepat implementasi program.

Sebagian besar pertemuan-pertemuan

kedinasan mungkin lebih optimal bila di-

lakukan online saja. Bahkan bila koordi-

nasi online sudah baik, kebutuhan

adanya Ibu Kota Negara secara fisik da-

pat ditekan. Kekhawatiran bahwa IKN

mangkrak tak perlu terjadi, karena tak

perlu dibangun!

Efisiensi yang Keliru

Beberapa contoh pemangkasan ang-

garan yang justru merugikan dalam

jangka panjang: Pemangkasan anggaran

pemeliharaan infrastruktur justru dapat

menyebabkan infrastruktur cepat rusak,

sehingga perbaikannya di masa depan

lebih mahal. Pemangkasan anggaran

riset dan pengembangan justru dapat

membuat daya saing suatu negara menu-

run karena kurangnya inovasi. Pengu-

rangan anggaran pendidikan dan pelati-

han pegawai dapat berujung pada kuali-

tas pelayanan publik menurun.

Di sisi lain, banyak pemborosan di

birokrasi yang harus dieliminasi demi

efisiensi yang sesungguhnya, seperti ser-

emonial berlebihan yang tidak berman-

faat nyata, perayaan hari jadi instansi

dengan mewah, dan sebagainya. Atau

perjalanan dinas tanpa urgensi yang je-

las dan hanya menjadi ajang plesiran de-

ngan biaya negara. Atau pengadaan alat

tulis kantor tanpa analisis kebu-

tuhan yang memadai, sering de-

ngan harga yang dimark-up. Tak

ketinggalan anggaran konsultasi

dengan laporan yang asal-asalan,

sekadar salinan laporan lain.

Bahkan tak pernah digunakan us-

ai dibuat.

Contoh di Negara Lain

Di AS, tahun 2025 ini Presiden

Trump mendorong efisiensi biro-

krasi dengan menunjuk Elon

Musk memimpin reformasi me-

lalui pembentukan Department of

Government Efficiency (DOGE).

Departemen ini bertugas menin-

jau anggaran pemerintah, me-

mangkas pengeluaran yang tak

produktif, serta menerapkan

teknologi dan inovasi guna me-

ningkatkan efektivitas layanan

publik. Elon berhasil membuat

transportasi dan peluncuran roket

ke ruang angkasa sangat efisien,

dipandang mampu melakukan efisiensi

berbasis manajemen modern yang berori-

entasi pada hasil tanpa mengorbankan

kualitas layanan. (*)-d

*)Prof Dr-Ing Fahmi Amhar,

Peneliti Geoinformatika, Badan Riset &

Inovasi Nasional.

Fahmi AmharAnggaran Efisiensi, Genjot Pendapatan
EFISIENSI anggaran sedang men-

jadi trending topik. Di mana-mana,
khususnya di lingkungan instansi pe-
merintah, topik yang paling banyak
dibicarakan saat ini hanya soal efi-
siensi anggaran, tentu saja juga reali-
sasi dan dampak-dampaknya. Buntut
dari kebijakan ini antara lain muncul
lagi wacana work from home atau
(WFH), meski tidak bisa semua in-
stansi menerapkan pola kerja ini, khu-
susnya instansi pelayanan masyara-
kat. Bahkan sudah ada lembaga pe-
merintah yang akan melakukan pe-
mutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, beberapa
waktu lalu Presiden Prabowo Subian-
to mengeluarkan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam
Inpres itu, Presiden meminta peme-
rintah pusat dan daerah melakukan
efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7
triliun. Hasil efisiensi akan digunakan
untuk menjalankan program prioritas
pemerintah, termasuk memperluas
jangkauan penerima manfaat pro-
gram Makan Bergizi Gratis (MBG).

Semua instansi terkena instruksi
tersebut. Sebab anggaran mereka
dipotong dengan besaran yang sa-
ngat signifikan. Misalnya Kementeri-
an PU dari alokasi Rp 110,95 triliun
menjadi Rp 29,57 triliun. Kemudian
BMKG, berdasarkan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-37/ MK.02/2025,
anggaran BMKG dipotong 50,35
persen menjadi Rp 1,423 triliun dari
semula Rp 2,826 triliun.

Untuk menjalankan program-pro-
gram pemerintah, khususnya program
baru Makan Bergizi Gratis (MBG)
membutuhkan biaya yang sangat
banyak. Karena itu bisa dimaklumi
kalau banyak anggaran tersedot ke
sana. Untuk mengatasi, selain melaku-
kan efisiensi di semua lini mestinya ju-
ga ada upaya untuk menggenjot pen-
dapatan. Jangan sampai kebutuhan
meningkat tetapi pendapatan masih
tetap sama saja.Paling ideal memang
antara kebutuhan (pengeluaran) de-
ngan pendapatan adalah seimbang.

Karena itu potensi-potensi negara
yang masih bisa digali mestinya di-
maksimalkan, misalnya dari pajak khu-
susnya dari perusahaan-perusahaan

besar, juga mungkin dari pertamban-
gan yang penghasilannya juga besar.
Bisa juga dari CSR BUMN-BUMN dan
berbagai perusahaan. Selain itu kebo-
coran juga harus ditekan, bahkan diti-
adakan, antara lain berupa korupsi,
pemberian komisi dari proyek-proyek,
pengadaan barang dan jasa, serta bi-
aya-biaya yang tidak perlu.

Sebenarnya, dari orang-orang kaya
di Indonesia juga bisa menjadi sum-
ber pemasukan untuk membiaya pro-
gram-program sosial kemasyarakat-
an, termasuk untuk program MBG.
Sebab, dalam ajaran semua agama
ada kewajiban bagi orang kaya untuk
mendermakan sebagian kekayaan-
nya. Misalnya kewajiban zakat (2,5%)
bagi orang Islam. Dalam tradisi Hindu
ada Dharma Dana, yaitu suatu kewa-
jiban untuk menyisihkan 2,5 % -5 %
penghasilan sebagai suatu bentuk
ekspresi kebajikan dari ajaran
Dharma. Dalam ajaran Buddha ada
konsep ÓBerdanaÓ dengan memba-
ngun ketulusan dalam melakukan
amal baik dalam berbagai bentuk: ke-
tulusan memberi, membantu dan
menolong, baik secara material
(amisa dana) maupun non-material/
bantuan tenaga (paricaya dana),
memberikan dukungan moral dan
rasa aman (abhaya dana) dan
berbagai ilmu pengetahuan (dhamma
dana). Umat Kristiani juga mempu-
nyai kewajiban moral untuk men-
donasikan sekitar 10% penghasilan-
nya, dikenal sebagai se-persepu-
luhan (tithe) (Hilman Latif).

Kalau kewajiban derma ini bisa di-
terapkan pada semua orang kaya,
maka akan terkumpul dana yang sig-
nifikan. Mungkin hal ini bisa dimulai
dari Presiden dan Wakil Presiden ser-
ja jajaran kabinet. Kita tahu menurut
LHKPN mereka kaya semua, harta
mereka miliaran bahkan ada yang
mencapai triliun. Seandainya gaji
mereka sebulan saja disumbangkan
untuk program MBG kehidupan
mereka tidak akan terganggu. Selain
itu, kalau ajaran agama mereka me-
ngenai kewajiban berderma diterap-
kan, dari kekayaan perorang yang mi-
liaran rupiah atau triliun rupiah akan
sangat membantu program pemerin-
tah. Jajaran kabinet sangat pantas
untuk memulai sebagai contoh. (*)-d
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